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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 

penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab 

terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut: 

1. Proses mediasi yang diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan 

adalah mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk 

langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak 

(korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan 

oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan 

secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau 

relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga 

peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan 

selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan 

pidana. 

2. Terdapat beberapa hambatan jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan 

kasus pidana pada umumnya yaitu para pihak tidak mau bersepakat 

(bermusyawarah), para penegak hukum masih berpandangan dualisme, 
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kedua belah pihak malas melakukan mediasi dan banyak melakukan 

tuntutan sehingga peranan mediator sangat penting dalam proses mediasi 

yaitu mempertemukan kedua belah pihak supaya terjadi perdamaian.  

Optimalisasi jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana 

pada umumnya karena Penanganan perkara pidana melalui mekanisme 

mediasi penal dengan pendekatan restorative justice menawarkan 

pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani 

suatu tindak pidana.  

 

B.   Saran 

1.  Sebaiknya penerapan mediasi dapat diterapkan dalam kasus-kasus pidana 

yang bersifat ringan karena praktek mediasi dalam pidana sudah 

dijalankan, tetapi kenyataannya dalam hukum pidana tidak mengatur. 

2. Perlu dibangun lembaga mediasi perkara pidana sebagai pendukung 

pelaksanaan mediasi, agar pencapaian tujuan hukum dapat diwujudkan 

baik keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 
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